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Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan
penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat
melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidanadi bidang Cukai, nhamun
kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanyaterdapat dalam tindak pidana yang diatur secara
limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan
kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semuatindak pidana berdasarkan
rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian
petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan
serangkaian penyidikan penyidik Polri ebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan
pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai.

Pada kenyataan di lapangan masih sgjaterjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan
tindak pidana Cukai. Demikianlah yang terjadi pada penahanan dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita
Cukai terhadap tersangka Ny. Erni Rusdiana, pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan sampai
batas waktu maksimal penahanan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cuka melakukan penahanan
kembali terhadap tersangka dalam tindak pidana yang sama, seharusnya tersangka tidak boleh dilakukan
penahanan kembali lagi karena tersangka pada tahap penyidikan di Polri sudah dilakukan penahanan selama
120 (seratus dua puluh) hari. Akibat hukum dari penahanan kembali oleh PPNS Bea dan Cukai
menimbulkan penahanan yang tidak sah. Terhadap penahanan yang tidak sah tersebut, tersangka Erni
Rusdiana melakukan upaya hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
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